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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan

L.

masyarakat, perlu menunjuk Pejabat Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Luwu Utara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara tentang Pejabat Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu Utara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dal:
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Repuhb
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembas
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tents
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repul
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaz
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentg
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Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentd

an

ing

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan

Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tah
2017 Nomor 707);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tenta
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasios
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomn
1726);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d

Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Ra
Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pub
Nasional Tahun 2020-2024 {Berita Negara Repul
Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umuin, Konl1isi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Um
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

cali



Menetapkan

KESATU

10.

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhijr

or

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor |21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom
826).

MEMUTUSKAN:

or

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LUWU UTARA.

Menetapkan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Utara sebagai berikut:

Nama : M. Yusran
NIP : 197407272009101001
Jabatan . Staf Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
No. Telepon : 082393652237
Email . yusyusranl25@gmail.com
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KEDUA : Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan
masyarakat;

2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan
masyarakat;

3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada

rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya
harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya




